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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/412/2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranva
pelayanan  keschatan yvang berkualitas  untuk
meningkatkan  derajat  keschatan masyvarakalt,
fasilitas pelayanan keschatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah perlu dilengkapi dengan
prasarana ambulans untuk mendukung sistim
rujukan;

bahwa permohonan Ambulans vang diajukan oleh
Fasilitas Kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, telah dilakukan penilaian
persyaratan olch Tim yang ditetapkan oleh Menteri
Keschatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu - menetapkan
keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian
Bantuan Ambulans kepada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
‘Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4353);

Undang»Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
-Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undaanndang Nomor 36 Tahun 2009 lent,smg
'J(cschaum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5] 72);
Undang-Undung Nomor 44 (ahun 2009 tentang
Rumah  Sakit (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167):
Keputusan Menteri Keschatan Republik Indonesia
Nomor 9227 Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman
Teknis Pembagion Urusan Pemerintahan Bidang
kKeschatan Andars Pemerintah, Pemerintah Dacrah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
Peraturan Mentert Keuangan Nomor
U6 PMK.O6/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengounaan,  Pemanfaatan,  Penghapusan,  dan
Pemindahianganan Barang Mikk Negara.

Surat duart Mabes AU

Sural durt Komandan Denkesyvah 03.04.01 Nomor
B/75/ VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;

Surat  dwri Dircktur RSUD  Muntilan Nomor
045.2/51Laf 182013 tanggal 11 Juli 2013,
Sural dari P Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Ajibarang Nomar 4435.1/1017/V/ 2013 tanggal 4
Mer 20135:

Surat dari Walikota Bengkulu Namor
024 /08 DKK /172014 tanggal 15 Januar 2014
Surat dari Pl Kepala Dinas Keschatan Kabupaten
Lampung Barat Nornor K003/ PP.AI
ikhias/ 2013 tanggsl 27 Maret 2013,

Kunjungan  kerja Ibu  Menteri Kesehatan  Ke
Provinst N'TT;

Surat  dari Direktur Bina  Upaya  Kesehatan
Rujukan Nomor FR.OL.OOG11.2/2012/2013;
Kunjungian kerja Ihu Menteri Keschatan ke Kab.
Lanny Java Papuaa;

Surat Bupati Kebumen Nomor @ 0247008672018
tanggeal 21 Januar 2013;

Sural Dinas Kesehatan Kab. Cirebon;

Sural Dinas Keschatan Kota Pemalang Siamar
Nomor 430,441 /349 VII 2014,

Surist P Bupati Konawe  RKepulauan . Nomor
4407430, 20140 tanggal 24 Sceprember 2014

Surat Dinas Keschatan Kota Batam:

Surat Dinas Keschatan Kab Tanah Torajs Nomor
Q2/8ERK/UM/H/2013;

Sural Dinus Kesehatan Kab Lampung Selatan;
Sural Dinas Keschatan Kab Soc,
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MEMUTUSKAN :
PEMBIERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAR
PELAYANAN  KESEHATAN  YANG  DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH DAIKRAH.

; Fasilitas Pelavanan Keschatan vang disclenggarakan oleh

Pemerintah Dacrab penerima bantuan ambuluns adalah
schagaimana lercantuin dalam lampiran vang merupakan
hagian vang lidak terpisahkan dan Keputusan Menteri ini,

Direkiorat Jenderal Bina Upayva Keschatan melaksanakan
pemanfauan  dan evaluasi pemanfaatan bantuan  serta
melaporkannya kepada Menteri dan Inspekiorat Jenderal,

Inspeklorat Jenderal melaksanakan pengiawasan
pemanfaatan Bantuan dan melaporkannya kepada Menter.

Scgala Blaya ving berkatan dengan pelaksanaan
Keputusan inr dibebankan pada Daltar Isian Pelaksan
Angegaran  (DIPA) Sckretariat Direkworat  Jenderal Bina
Upava Keschatan tahun 2014,

Keputusan i mular berlaku pada tangeal ditectapkar.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal, /p phfeben 2014
NAFSIAH MBOI
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- LAMDIRAN

KEPUTUSAN MENTERI RESEHATAN NOMOR
....... FMILNRES/SK/ S 2014 TENTANG PEMBERIAN
HANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS
PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH

DARRAH

N

Nama Fasilitas Pelayvanan Keschate Jinas
Nama Fasilitas Pelayvanan Keschatan/ Dinas

Kesehian

Dinas keseboaian TN AU Halim

Rutnah saki Salak kena Bogor

RSUD Muntilan kabupaten Magclang

RSUD Apbarang kabupaten Banvumas
R3UD Bengkulu

Puskesmas Sumber Java Lampung

| Puskesmas Uwa Palue KecamatanSikka NTT
Dinas Rescehatan Kabupaten Raja Ampat
RSUD i..:z:-':nj: Java Papua - '
RSUD Kebumen Jaws Tengah

RRUD Arjawimanmm kab Cirebon

Puskesmas Kota Pematang Siantar
Dinas Keschatan kabupaten Konawe Kepulauan
RS Otorita Kota Batam
Puskesmas Kab Tanah Toraja
REUD Dr.1.Bob Bazar, SKM Kab Lampung,
CSclatan
- R8UD Soc Provinsi NT'I

Jumlah
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1 Buah
1 Buah
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